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PUTUSAN
Nomor 1182/Pdt.G/2021/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang
Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat tinggal di Kota Medan.,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor

1182/Pdt.G/2021/PA.Srh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan
Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 46/08/V/2018 dikeluarkan
pada tanggal 28 Mei 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Desa
Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Sulawesi

Tenggara,
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
anak Bernama Waode Marwa Asyifa, perempuan, lahir 27 Nopember 2019 ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan pada pada
bulan Juli 2019 yang di sebabkan:
- Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah belanja
kepada Penggugat, sebab seterusnya Penggugat dikirimi uang oleh orangtua
Penggugat untuk biaya makan Penggugat;
- Tergugat selalu marah dan kurang terima bila Penggugat melarang
Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan berhenti
bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin
menajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2019 disebabkan Penggugat
Kembali mempertanyakan tentang uang nafkah belanja kepada Tergugat,, sebab
Tergugat tidak perduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga, Penggugat sangat
merasa malu sebab orangtua Penggugat yang terus mengirim uang untuk biaya
makan Penggugat;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut, tanpa rasa berdosa Tergugat marah kepada
Penggugat. Oleh karena sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat Kembali
kelamat Penggugat tersebut diatas. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, selanjutnya hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak lagi
terlaksana;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena
Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan
untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini,
serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang

berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sabh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak
bertemu dengan Tergugat, kemudian disampaikan melalui kelurahan, tetapi
pihak kelurahan tidak bersedia menerima relaas panggilan karena Tergugat
sudah tidak berdomisili di alamat Tergugat sesuai dengan surat gugatan
Penggugar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2021
Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan
Penggugat tanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar diregister
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor:
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1182/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 02 Desember 2021 dengan alasan
untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya dan ternyata pemanggilan
terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan

Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 16 Desember 2021 yang
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telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan
Nomor 1182/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 02 Desember 2021 dengan
alasan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya
untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, maka tidak ada alasan bagi
Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim
harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor Register Nomor
1182/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 02 Desember 2021 dicabut;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat
bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan

tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1182/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 780.000,-
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12
Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.| sebagai Ketua
Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.l, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patimah, S.H
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
dto
Nurhayati Hasibuan, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H
Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran -------- Rp 30.000,-
2. Biaya proses --------------- Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan------------ Rp 650.000,-
4. Pnbp Panggilan------------ Rp 20.000,-
5. Hak redaksi ----------------- Rp 10.000,-
6. Meterai --------------=------- Rp 10.000.-

Jumlah biaya Perkara Rp 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
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